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ABSTRAK

Bisnis di lingkungan pesantren merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, baik untuk mendukung
kemandirian ekonomi pesantren maupun masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam
menjalankan bisnis di pesantren dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-
undangan, dan studi kasus praktik bisnis di pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis di pesantren yang
dijalankan sesuai prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, sejalan dengan peraturan hukum positif
Indonesia yang mengatur legalitas usaha dan perlindungan konsumen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa
kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun praktik
bisnis di pesantren yang beretika dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN
Pesantren di Indonesia, sebagai lembaga pendidikan Islam, telah lama dikenal tidak hanya sebagai pusat pengajaran
agama, tetapi juga sebagai entitas yang bergerak di berbagai bidang ekonomi. Dengan berkembangnya zaman, banyak
pesantren yang mulai mengelola usaha untuk mendukung keberlanjutan operasional mereka. Usaha-usaha ini dapat
berupa bisnis kecil hingga bisnis yang lebih besar, seperti produksi barang, jasa, atau bahkan perdagangan digital. Hal ini
menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari luar, baik dari pemerintah maupun
sumbangan masyarakat. Namun, fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum mengatur dan
memayungi praktik bisnis di pesantren, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia yang berlaku.
Dalam konteks hukum Islam, bisnis di pesantren tidak hanya harus menguntungkan, tetapi juga harus sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup berbagai aturan yang mengatur transaksi, seperti larangan terhadap riba, gharar
(ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta kewajiban untuk mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan
dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi di pesantren seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip
tersebut agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, di sisi lain, bisnis yang dijalankan oleh pesantren juga
harus mematuhi hukum positif Indonesia yang mengatur berbagai aspek ekonomi, seperti perizinan usaha, perpajakan,
perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Hukum positif Indonesia, sebagai sistem hukum yang bersifat sekuler dan
berbasis pada negara, tidak secara langsung mengacu pada prinsip-prinsip agama, meskipun ia mengakomodasi norma-
norma agama melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan
antara hukum Islam yang lebih mengedepankan etika dan moralitas dengan hukum positif yang lebih mengutamakan
aspek legalitas dan administratif. Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika pesantren terlibat dalam bisnis yang
berinteraksi dengan masyarakat luas dan melibatkan regulasi pemerintah yang kompleks?. Misalnya, apakah sebuah bisnis
pesantren yang beroperasi dibawah prinsip-prinsip syariah dapat sekaligus memenuhi ketentuan perundang-undangan
Indonesia, atau apakah terdapat potensi benturan antara keduanya? Dalam praktiknya, banyak pesantren yang mulai
mengalami kebingungannya sendiri dalam menghadapi ketentuan hukum yang ada. Beberapa pesantren memilih untuk
berfokus pada kegiatan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti usaha pertanian organik atau produk
halal2. Namun, ada pula yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan hukum positif Indonesia dengan cara mendirikan
badan usaha milik pesantren yang berorientasi pada keuntungan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini
menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif
Indonesia dapat bekerja bersama dalam dunia bisnis pesantren. Selain itu, meskipun ada sejumlah penelitian yang
membahas bisnis syariah dan hukum Islam terkait ekonomi, belum banyak penelitian yang fokus pada aplikasinya dalam
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konteks pesantren, khususnya mengenai integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik bisnis pesantren®.
Adanya gap penelitian ini mengundang urgensi untuk menggali lebih lanjut mengenai bagaimana kedua sistem hukum
tersebut dapat saling melengkapi dan memberikan panduan yang jelas bagi pengelolaan bisnis pesantren yang tidak hanya
menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Penelitian
ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan menganalisis penerapan hukum dalam melakukan
bisnis di pesantren dari dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan
pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kedua sistem hukum
tersebut dapat diintegrasikan dalam kegiatan ekonomi pesantren. Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk
memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelolaan bisnis dipesantren yang dapat memenuhi kedua aspek hukum
tersebut.

Sisi Kebaruan Penelitian Sisi kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap penerapan hukum
dalam bisnis yang dijalankan oleh pesantren, dengan pendekatan yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif
Indonesia. Meskipun telah ada beberapa kajian mengenai ekonomi syariah dan hukum Islam dalam bisnis, belum ada
penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berfungsi secara bersamaan dalam
konteks pesantren. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur yang lebih luas mengenai hubungan antara
hukum agama dan hukum negara dalam sektor ekonomi, serta memberikan perspektif baru dalam pengelolaan bisnis yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Pendekatan kualitatif
dipilih untuk menggali secara mendalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait praktik bisnis
dipesantren, yang berfokus pada analisis normatif dan interpretatif. Dalam penelitian ini, data utama diperoleh melalui
kajian terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk: Sumber Primer: Peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, seperti undang-undang terkait perdagangan, perizinan usaha, dan peraturan perpajakan, serta
dokumen yang berkaitan dengan praktik bisnis pesantren yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu,
hadis dan fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan kegiatan bisnis dan transaksi syariah juga menjadi sumber utama dalam
perspektif hukum Islam. Sumber Sekunder: Literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang
membahas topik terkait hukum bisnis, hukum Islam dalam ekonomi, dan penerapan hukum positif dipesantren. Sumber-
sumber sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai penerapan
kedua sistem hukum tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-interpretatif, yaitu dengan
mendeskripsikan dan menginterpretasikan penerapan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam praktik bisnis
pesantren, serta mengidentifikasi potensi harmonisasi atau benturan yang mungkin terjadi antara keduanya. Peneliti akan
melakukan perbandingan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi bisnis. (seperti larangan riba,
gharar, dan maysir) dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur bisnis, seperti perizinan, perpajakan, dan
perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan
peluang dalam mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif dalam praktik bisnis pesantren, serta memberikan
rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi pesantren yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah dan peraturan hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Hukum Islam dalam Bisnis Pesantren

1. Prinsip-prinsip Syariah dalam Bisnis Pesantren

Pada bagian ini, kita akan membahas prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam bisnis, khususnya yang diterapkan
di pesantren. Prinsip utama yang harus dipatuhi adalah: Larangan Riba: Transaksi yang melibatkan bunga atau
keuntungan yang diperoleh tanpa ada usaha nyata dilarang dalam Islam. Dalam bisnis pesantren, praktik seperti pemberian
pinjaman berbunga atau transaksi yang melibatkan riba harus dihindari. Larangan Gharar: Transaksi yang mengandung
ketidakpastian (gharar) atau spekulas berlebihan juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, bisnis pesantren
harus menghindari kontrak yang tidak jelas atau menyesatkan, seperti jual beli barang yang tidak ada atau belum pasti.
Larangan Maysir: Perjudian dalam bentuk apapun dilarang. Bisnis pesantren yang berfokus pada transaksi halal harus
memastikan bahwa usahanya tidak mengandung unsur perjudian atau aktivitas yang bersifat spekulatif.

2. Transaksi yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Hukum Islam

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dan yang dilarang. Misalnya,
transaksi jual beli yang sah dan adil sesuai dengan prinsip mudarabah atau musyarakah bisa diterapkan dalam bisnis
pesantren, di mana dua pihak bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang adil tanpa melibatkan unsur riba. Di sisi
lain, transaksi yang melibatkan produk haram (misalnya, produk yang tidak sesuai dengan ketentuan halal), atau praktik
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seperti riba dalam pinjaman usaha, tidak diperbolehkan dalam konteks pesantren. Dengan demikian, penerapan prinsip
hukum Islam menjadi sangat penting dalam menjaga agar bisnis pesantren tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
3. Tantangan Penerapan Hukum Islam dalam Bisnis Pesantren

Meskipun prinsip-prinsip hukum Islam ini jelas, penerapannya dalam konteks pesantren sering kali menghadapi
tantangan, seperti: Ketidakpastian dalam Regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas terkait dengan implementasi hukum
Islam dalam bisnis pesantren dapat menyebabkan kesulitan bagi pengelola pesantren. Kurangnya Pemahaman: Tidak
semua pengelola pesantren memahami dengan baik

prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, sehingga kadang terjadi kesalahan dalam menjalankan usaha. Kesulitan dalam
Memilih Usaha yang Sesuai: Pesantren seringkali terbatas dalam pilihan jenis usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan
prinsip syariah

Penerapan Hukum Positif Indonesia dalam Bisnis Pesantren

1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Bisnis Pesantren

Penerapan hukum positif Indonesia dalam bisnis pesantren mencakup berbagai aspek hukum, seperti perizinan usaha,
perpajakan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pesantren yang menjalankan bisnis harus
mematuhi peraturan yang ada, seperti: Perizinan Usaha: Pesantren yang menjalankan usaha harus memperoleh izin yang
sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan. Perizinan ini dapat melibatkan izin dari pemerintah daerah, izin usaha
mikro atau kecil (UMKM), serta izin terkait produk yang mereka hasilkan. Perpajakan: Bisnis pesantren yang
menghasilkan pendapatan harus mematuhi kewajiban perpajakan, baik itu berupa pajak penghasilan maupun pajak
lainnya. Peraturan perpajakan

di Indonesia mengatur tentang kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh setiap badan usaha,
termasuk yang dimiliki oleh pesantren. Perlindungan Konsumen: Bisnis pesantren harus mematuhi ketentuan hukum yang
menjamin hak-hak konsumen, terutama terkait dengan kejujuran dalam bertransaksi, keamanan produk, serta layanan
purna jual.

2. Perizinan Usaha dan Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah

Salah satu tantangan utama dalam menjalankan bisnis pesantren adalah kesulitan dalam memperoleh perizinan yang
sesuai. Tidak semua pesantren memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur perizinan usaha di Indonesia. Hal ini
mempengaruhi kemampuan pesantren untuk beroperasi secara sah dan legal Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengelola
Pesantren: Penyuluhan dan pelatihan bagi pengelola pesantren mengenai kewajiban hukum dan prinsip-prinsip syariah
dalam bisnis sangat diperlukan untuk mengurangi potensi konflik dan kesalahan dalam menjalankan usaha.

3. Studi Kasus Bisnis Pesantren yang Berhasil Mengintegrasikan Kedua Sistem Hukum

Penelitian ini juga menyajikan beberapa studi kasus pesantren yang berhasil mengintegrasikan hukum Islam dan hukum
positif dalam bisnis mereka. Misalnya, beberapa pesantren yang mengelola usaha pertanian organik, produk halal, atau
jasa pendidikan berbasis syariah, telah berhasil mematuhi regulasi negara sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah
dalam operasional bisnis mereka.

Kendala dan Tantangan dalam Praktik Bisnis Pesantren

1. Kendala Hukum dalam Mengembangkan Bisnis Pesantren

Beberapa kendala hukum yang dihadapi pesantren dalam menjalankan bisnis adalah: Kurangnya Pemahaman tentang
Hukum: Banyak pengelola pesantren yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum bisnis syariah
maupun hukum positif Indonesia. Keterbatasan Modal dan Sumber Daya: Keterbatasan dana dan sumber daya manusia
yang berkompeten dalam memahami regulasi menjadi hambatan utama dalam pengembangan bisnis pesantren.

2. Solusi dalam Menangani Benturan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala hukum ini melalui:

Kolaborasi dengan Konsultan Hukum dan Lembaga Pemerintah: Pesantren dapat bekerja sama dengan konsultan hukum
atau lembaga pemerintah yang dapat membantu dalam memahami regulasi dan prosedur yang berlaku. Penyelesaian
Sengketa Secara Syariah: Mengembangkan sistem penyelesaian sengketa berbasis syariah dapat membantu pesantren
dalam mengatasi perselisihan yang timbul dalam bisnis mereka.

KESIMPULAN
Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik bisnis di pesantren, yang semakin berkembang, membutuhkan perhatian
khusus dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, bisnis yang dijalankan
oleh pesantren harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta prinsip
keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Hukum Islam menekankan pentingnya keberlanjutan dan etika
dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks bisnis pesantren, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan
ajaran agama. Di sisi lain, hukum positif Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengawasi bisnis
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yang dijalankan oleh pesantren, terutama terkait dengan perizinan usaha, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Praktik
bisnis pesantren harus mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia untuk memastikan kelayakan dan legalitas usaha
yang dijalankan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menyelaraskan kedua sistem
hukum tersebut, khususnya ketika prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif kadang-kadang saling
bertentangan, terutama dalam hal peraturan yang tidak selalu memperhitungkan dimensi syariah. Integrasi antara hukum
Islam dan hukum positif Indonesia dalam bisnis pesantren bukanlah hal yang mudah, namun sangat penting untuk
menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Solusi yang dapat diterapkan mencakup penyusunan
pedoman operasional yang mengakomodasi keduanya, serta peningkatan pemahaman di kalangan pengelola pesantren
mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kedua sistem hukum ini. Kolaborasi antara pihak-pihak terkait, seperti
pemerintah, lembaga keagamaan, dan praktisi bisnis syariah, diperlukan untuk membangun regulasi yang lebih inklusif,
yang dapat memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum negara. Secara keseluruhan, bisnis
pesantren yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung
kemandirian ekonomi pesantren dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan
rekomendasi agar pesantren yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat memperhatikan aspek hukum dengan lebih serius
dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang dapat memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum Indonesia.
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